
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 
  

NOMOR   :  8 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN                                                 

DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
  KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1  
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran  2012;  
 
 

 
Mengingat 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 44117); 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043) 
 
Undang-Undang Nomor 28 Yahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049) 
 
Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran 
Negara Republik Tahun 2011 Nomor 113); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana 
telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712);  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintaha  Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 
 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;  
 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor : 23 Seri 
A); 
 
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 
Nomor : 1 Seri A); 
 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah  Kota Tasikmalaya 
Tahun 2006 Nomor 70 ). 
 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi  kewenangan Pemerintah Kota 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83): 
 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Tasikmalayan Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2008 Nomor 96); 
 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 106); 
 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang  
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil 
Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 120); 
 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 
Nomor 122); 
 
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2011 tentang  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 



2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 450); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan       : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
KOTA TASIKMALAYA  TAHUN ANGGARAN 2012. 

 
 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 
terdiri dari : 
 
1.  PENDAPATAN                             

a. Pendapatan Asli Daerah                        Rp.    112.400.065.000,- 

b. Dana Perimbangan                                Rp.    667.617.958.000,- 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah             Rp.      38.856.834.000,- 

Jumlah Pendapatan                                                                     Rp. 818.874.857.000,- 
 

2.  BELANJA 
a. Belanja Tidak Langsung   

1. Belanja Pegawai                         Rp.     502.461.329.000,-   

2. Belanja Bunga                            Rp.              11.848.000,- 

3. Belanja Subsidi                           Rp.                              0,- 

4. Belanja Hibah                             Rp.        51.878.448.000,- 

5. Belanja Bantuan Sosial              Rp.        12.489.609.000,- 
6. Belanja Bagi Hasil                      Rp.                               0,- 

7. Belanja Bantuan Keuangan        Rp.            855.000.000,-                           
8. Belanja Tidak terduga                 Rp.         1.700.000.000,-        

                                                                                         Rp  569.396.234.000,- 
b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai                         Rp    59.579.008.000,- 

2. Belanja Barang dan Jasa           Rp   147.489.167.000,- 

3. Belanja Modal                             Rp    63.441.167.000,- 

                                                                                         Rp  270.509.342.000,- 
                   Jumlah Belanja                                             Rp.  839.905.576.000,- 

                                 Défisit                                              Rp.  (21.030.719.000,-)    

 



3.  PEMBIAYAAN DAERAH                     
a. Penerimaan                                     Rp.     22.049.429.000,- 

b. Pengeluaran                                    Rp.       1.018.710.000,- 

                                    Jumlah Pembiayaan Neto                              Rp.   21.030.719.000,- 

     Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan                      Rp.                          0,- 

 

Pasal 2 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan ini. 

 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

 
 

Pasal  4 
Pelaksanaan penjabaran Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  yang ditetapkan 

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

 

Pasal 5 
Peraturan Walikota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  ini dalam Berita 

Daerah. 
 
 

 
 Ditetapkan di  Tasikmalaya 
 pada tanggal   31  Januari 2012 
 

            WALIKOTA TASIKMALAYA 
 

                       Ttd. 
 

        
      H. SYARIF HIDAYAT 

 
Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal  31 Januari 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH 
 

Ttd. 
 
 

Drs. H. TIO INDRA SETIADI 
                               
                          

                 BERITA  DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012  NOMOR  496 


